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ABSTRACT 
 
THE EFFECTIVENESS OF IMPORT GOODS SETTLEMENT PROCESS 
THROUGH MANUALLY GOODS IMPORT NOTIFICATION (PIB) 
DOCUMENT USING ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK  
IN MADYA (MEDIUM) TYPE OF SEMARANG CUSTOMS 
SUPERVISING AND SERVICE OFFICE 
 
NUR HADI WICAKSONO 
F 3107073 
 
This research aims to find out the import goods settlement process through 
manually goods import notification (PIB) document, in electronic means through 
Electronic Data Interchange Network and the advantage of goods settlement 
through Electronic Data Exchange Network in madya (medium) type of Semarang 
Customs Supervising and Service Office. 
The research method employed was descriptive analysis, because it 
describes the condition of a research object studied and obtained through 
collecting completely the primary, secondary data and document taken from the 
research location. In addition, methods of collecting data employed were 
interview, library research, and observation. 
From the result of research, it can be found that the import goods 
settlement process through manually goods import notification (PIB) document in 
madya (medium) type of Semarang Customs Supervising and Service Office is 
regulated based on the Decree of Customs General Director Number: KEP-
68/BC/2003. Meanwhile the import goods settlement process using Electronic 
Data Exchange Network is regulated based on the Decree of Customs General 
Director Number: P-08/BC/2009 the Amendment of Decree of Customs General 
Director Number: P-08/BC/2008 about the Instruction of the implementation of 
Imported Goods Release For Use. In addition, it can be seen the advantage of the 
import goods settlement process in electronic means through Electronic Data 
Interchange Network compared with that done manually. 
To smooth the imported goods withdrawal through a tight legally 
regulation consistent with Legislation, the presence of special training for 
importer in using the application of electronic data interchange, so that the goods 
importing will be more easy and well. The regulation of import goods settlement 
process through manually goods import notification (PIB) document can remain 
to be optimized. 
 
Keywords: Import document, PDE, and Manual 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap tahun jaman akan berubah dan selalu berkembang 
dengan cepat,  hal ini berpengaruh terhadap kemajuan ilmu 
pengetahuan dibidang teknologi, komunikasi dan transportasi. 
Bumi yang begitu luas yang terdiri dari banyak Negara dapat 
disatukan dan saling berinteraksi dengan mudah. Karena 
kemudahan tersebut maka setiap negara ingin melakukan 
perdagangan internasional. Hal ini dilakukan karena beberapa 
faktor seperti ingin memperoleh barang yang tidak dapat 
dihasilkan di dalam negeri, mengimpor teknologi yang lebih 
modern dari Negara lain, memperluas pasar dalam negeri 
sehingga mendapat keuntungan (Sadono Sukirno, 2003 : 344). 
Dalam perdagangan internasional terdapat kegiatan yakni 
kegiatan ekspor dan impor barang dari suatu negara ke negara 
lain (Amir M.S., 2000 : 3). Setiap negara mempunyai kebutuhan 
sumber daya yang terbatas, oleh karena itu kegiatan impor barang 
harus dilakukan guna menutupi kekurangan tersebut. Kegiatan 
impor barang akan menyebabkan adanya bea masuk yang akan 
menjadi sumber pemasukan bagi setiap negara yang 
melakukannya  
Hampir seluruh negara di dunia melakukan kegiatan impor, 
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salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu 
negara berkembang di Asia yang menginginkan perubahan, yakni 
dengan memajukan kegiatan industri dan perdagangannya agar 
lebih bisa bersaing dengan negara berkembang lain yang 
melakukan kegiatan impor. Melalui kegiatan impor tersebut maka 
setiap negara akan memperoleh pendapatan yang diambil dari 
pajak atas bea masuk barang yang memasuki wilayah pabean di 
Indonesia.   
Untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas keluar masuk 
barang dari dan ke Indonesia tetap aman dan tidak merusak citra 
negara Indonesia, maka Indonesia memiliki instansi pemerintah 
yang bergerak di bidang kepabeanan dan cukai yakni Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu kegiatan kepabeanan yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni kegiatan 
impor. Kegiatan impor tersebut salah satunya adalah pengeluaran 
barang impor dari kawasan pabean (Salinan PMK No. 
90/PMK.04/2007, 2007 : 2). 
Dari tahun ke tahun sistem aplikasi pelayanan impor di 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin baik, sehingga proses 
penyelesaian barang impor semakin mudah dan cepat. Hal ini 
dilakukan karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki misi 
yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, 
perdagangan, dan masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut maka 
dapat ditunjukkan dari proses yang semula penyelesaian barang 
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impor secara manual menjadi penyelesaian barang impor secara 
elektronik melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) atau 
Elektronic Data Interchange (EDI). Penyelesaian Barang Impor 
secara Elektronik telah dilakukan melalui uji coba internal, pada 
tanggal 1 April 2003 bersamaan dengan mulai berlakunya 
Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-07/BC/2003 tanggal 31 
Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana 
Kepabeanan di Bidang Impor.yang teleh diterapkan di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Tanjung Priok I, II dan III. Kemudian 
disusul dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-
Hatta. Selanjutnya penerapan dilakukan di Kantor-Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan lainnya seperti KPPBC Tanjung 
Perak, KPPBC Tanjung Emas dan KPPBC Belawan. 
Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
ingin mengadakan penelitan mengenai perbedaan dan 
membandingkan proses pengeluaran barang impor yang lama 
dengan proses pengeluaran barang impor dengan sistem aplikasi 
yang baru di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tanjung Emas Tipe Madya Pabean Semarang dengan judul 
“EFEKTIFITAS PROSES PENYELESAIAN BARANG IMPOR 
MELALUI DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) 
SECARA MANUAL DENGAN JARINGAN PERTUKARAN DATA 
ELEKTRONIK PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN 
TIPE MADYA PABEAN SEMARANG”. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diambil perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Barang Impor dengan 
dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Manual 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Semarang ? 
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Barang dengan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Elektronik melalui 
Jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Semarang ? 
3. Apa kelebihan dalam menyelesaikan barang melalui Jaringan 
Pertukaran Data Elektronik (PDE) dibandingkan Manual pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Semarang ? 
   
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Barang Impor dengan 
dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Manual 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Semarang. 
2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Barang dengan 
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dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Elektronik 
melalui Jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Semarang. 
3. Untuk mengetahui kelebihan dalam menyelesaikan barang 
melalui Jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) 
dibandingkan Manual pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini yakni : 
1. Bagi Instansi 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharap dapat 
memberi suatu informasi dan pengetahuan yang lebih luas 
mengenai Pertukaran Data Elektronik (PDE), sehingga kinerja 
pelayanan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Semarang kepada importir menjadi lebih baik. 
2. Bagi Kalangan Akademis 
Penelitian ini dharap dapat digunakan sebagai informasi 
ataupun bagi peneliti lain, agar dapat dikembangkan lebih 
lanjut. 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penulisan ini bersifat deskriptif analisis, karena 
menggambarkan mengenai kondisi terhadap suatu obyek 
penelitian yang diteliti dan didapat melalui pengumpulan data-
data dan dokumen-dokumen secara lengkap yang diambil dari 
tempat penulis .saat melakukan penelitian. 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari sumbernya dan berisi keterangan teknis yang berkaitan 
dengan judul yang diteliti oleh penulis. Data primer ini 
diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 
Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
(DTDD) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Semarang.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung yang 
diperoleh dari sumber-sumber lain yang berhubungan 
langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini 
diperoleh melalui Modul Diklat Pejabat Fungsional 
Pemeriksa Dokumen (PFPD) dan dokumen-dokumen di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Semarang. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 
melalui tatap muka terhadap pihak terkait. Wawancara yang 
dilakukan oleh penulis dilakukan melalui Kepala Seksi 
Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen (DTDD) serta 
beberapa staf karyawan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang. 
b. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara membaca dan mempelajari buku atau referensi 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis 
yang diperoleh dari perpustakaan kampus ataupun Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Semarang. 
c. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara penulis melihat secara langsung 
aktifitas dan kegiatan dalam mengurus PIB menggunakan 
aplikasi jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) oleh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Semarang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Impor 
1. Pengertian Impor 
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas 
dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam 
proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan 
memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam 
negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan 
campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun 
penerima (Wikkipedia Bahasa Indonesia, 07/03/2010 : 1).  
Sedangkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea 
Dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 Perubahan Atas Peraturan 
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor 
Untuk Dipakai Pasal 1, bahwa Impor adalah kegiatan 
memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan 
Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam 
Daerah Pabean.  
Daerah pabean atau wilayah pabean yang dimaksud 
adalah wilayah di Republik Indonesia yang meliputi wilayah 
darat, laut dan udara yang merupakan wilayah ZEE atau Zona 
Ekonomi Eksklusif  dan Landasan Kontinen yang di dalamnya 
berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Sedangkan Bea Cukai 
8 
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atau Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
adalah Kantor tempat dipenuhinya kewajiban pabean. 
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
barang tersebut dikatakan impor jika setiap transportasi barang 
atau komoditas yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, 
namun barang tersebut telah melewati wilayah atau daerah 
pebean untuk diperiksa oleh Bea Cukai atau Kantor Pelayanan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat dikatakan legal. 
Barang yang dikatakan sudah memasuki wilayah pabean dan 
legal maka akan dikenai pungutan bea masuk, sehingga 
penerimaan negara dapat bertambah. 
2. Syarat-syarat untuk menjadi importir 
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor P-34/BC/2007 Tentang Tatalaksana Registrasi Importir 
Pasal 1 menjelaskan bahwa, Importir adalah orang 
perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal 
Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) 
yang mengimpor barang. Setiap importir wajib melakukan 
registrasi importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).  
NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang 
diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada 
importir yang telah melakukan registrasi  untuk mengakses atau 
berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan 
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teknologi informasi maupun secara manual. Registrasi importir 
dinyatakan memenuhi syarat apabila: 
a. eksistensi jelas dan benar; 
b. identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar; 
c. jenis usaha jelas dan benar; 
d. kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit; 
dan, 
e. hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
sekurang-kurangnya mencapai nilai sebesar 40 (empat 
puluh). 
3. Prosedur Impor 
Importir harus mengikuti prosedur impor, agar dapat 
membeli dan memiliki barang yang ditunjuk di luar negeri hingga 
sampai ke tangan importir di dalam negeri. Prosedur-prosedur 
impor tersebut dapat dijelaskan melalui gambar II.1 dan 
keterangan sebagai berikut : 
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Sumber : www.google.co.id 09/04/2010 
Keterangan : 
1. Importir dalam negeri dan Supplier di luar negeri 
mengadakan korespondensi dan tawar – menawar harga 
yang akan di import. 
2. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka 
dibuat perjanjian jual – beli ( Sales Contract ). 
3. Importir membuka L/C (Letter of Credit) ke Bank Devisa 
dalam negeri. 
4. Bank Devisa dalam negeri memberitahukan kepada Bank 
Korespondensi luar negeri tentang pembukaan L/C nya. 
Gambar II.1 
Bagan Prosedur Impor 
4 
5 
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5. Bank / Koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar 
negeri. 
6. Eksportir pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, 
dengan maksud agar dapat dimuat dan dikirim. 
6a. Kapal menuju Pelabuhan Indonesia. 
7. Supplier menyerahkan Invoice, Packing List lembar asli 
kepada Bank luar negeri dan menarik weselnya sedangkan 
duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada 
Importir. 
8. Bank luar negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa 
dalam negeri. 
9. Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen 
asli kepada importir. 
10. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke 
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). 
11. EMKL menukar konosemen asli dengan Delivery Order 
(D/O) kepada agen perkapalan & membuat Pemberitahuan 
Pemasukan Barang Untuk Dipakai (PPUD) berdasarkan 
dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll. 
12.Barang keluar ke peredaran bebas / diserahkan kepada 
importir. 
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4. Status Peti Kemas Bagi Importir 
Pengangkutan barang di dalam petikemas dari satu 
negara ke negara lainnya atau sebaliknya memiliki 2 (dua) 
status yakni :  
a. Full Container Load (FCL) 
FCL atau pemuatan satu petikemas penuh oleh satu 
eksportir. Memiliki kombinasi alur status peti kemas yaitu 
FCL/FCL. Ciri-cirinya adalah: 
1) Berisi muatan dari satu perusahaan pelayaran (shipper) 
dikirim untuk importir (consignee). 
2) Petikemas diisi (stuffing) oleh shipper (shipper load and 
count) dan petikemas yang sudah diisi diserahkan di 
pelabuhan muat atau container yard (CY). 
3) Di pelabuhan bongkar, petikemas diambil oleh consignee 
di CY dan dibongkar (unstaffing) oleh consignee. 
4) Perusahaan pelayaran tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan dan kehilangan barang yang ada dalam 
petikemas. 
Berikut gambar II.1 mengenai Kombinasi Alur Status 
Peti Kemas FCL/FCL : 
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Gambar II.2 
Kombinasi Alur Status Peti Kemas FCL/LCL  
FCL/FCL 
 
 
 
 
 
Sumber : Shipping : Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. 
2003. 
 
b. Less than Container Load (LCL) 
LCL atau pemuatan satu petikemas yang diisi oleh 
beberapa eksportir. Memiliki tiga kombinasi alur status peti 
kemas yaitu FCL/LCL, LCL/FCL dan LCL/LCL. Ciri-cirinya 
adalah : 
1) Petikemas berisi muatan dari beberapa shipper dan 
ditujukan untuk beberapa consignee. 
2) Muatan diterima dalam keadaan breakbulk atau barang-
barang dari beberapa eksportir dan diisi (stuffing) di 
container freight station (CFS) oleh perusahaan 
pelayaran. 
3) Di pelabuhan bongkar, petikemas dibongkar (unstuffing) 
di CFS oleh perusahaan pelayaran dan diserahkan 
kepada beberapa importir (consignee) dalam keadaan 
breakbulk. 
4) Perusahaan pelayaran bertangung jawab atas kerusakan 
dan kehilangan barang yang diangkut dalam petikemas. 
FCL FCL 
Shipper 
moda 
angkutan 
CY CY 
Consigne
e 
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Shipper 
Dari penjelasan di atas, maka dapat dikombinasikan 
menjadi status yang dijelaskan melalui Gambar II.2 
Kombinasi Alur Status Peti Kemas FCL/LCL dan LCL/FCL 
berikut : 
Gambar II.3 
Kombinasi Alur Status Peti Kemas LCL/LCL; FCL/LCL dan 
LCL/FCL 
 
LCL/LCL 
 
 
 
 
 
 
FCL/LCL 
      
 
 
 
LCL/FCL 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Shipping : Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. 
2003. 
 
Dari gambar Kombinasi Alur Status Peti Kemas di 
atas maka dapat dijelaskan alur LCL/LCL, FCL/LCL dan 
LCL/FCL sebagai berikut : 
1) FCL/LCL menjelaskan bahwa muatan dari satu shipper 
dan dikirim untuk beberapa consignee. Petikemas yang 
sudah terisi di pelabuhan muat atau container yard dan 
Consignee 
Consignee 
Consignee 
LCL LCL 
Shipper 
Shipper 
Shipper 
moda 
angkutan 
CFS CFS 
FCL LCL 
Consignee 
Consignee 
Consignee 
LCL FCL Consignee 
    Shipper 
Shipper 
Shipper 
Shipper 
CY CFS 
moda 
angkutan 
moda 
angkutan 
CFS CY 
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diserahkan ke beberapa consignee di container freight 
station masing-masing. 
2) LCL/FCL menjelaskan bahwa muatan dari beberapa 
shipper dan ditujukan untuk satu consignee. Muatan 
diterima dalam keadaan breakbulk dan diisi di container 
freight station oleh perusahaan pelayaran. 
3) LCL/LCL 
Perusahaan pelayaran bertanggung jawab sejak 
barang diterima dari shipper di CFS di pelabuhan muat 
sampai barang diserahkan ke consignee di CFS dari 
pelabuhan bongkar. Di pelabuhan bongkar, petikemas 
dibongkar (unstuffing) di CFS oleh perusahaan pelayaran 
dan diserahkan kepada beberapa importir (consignee) 
dalam keadaan breakbulk. Perusahaan pelayaran 
bertangung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang 
yang diangkut dalam petikemas. 
 
B. Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor 
Untuk dapat mangeluarkan barang impor dari kawasan 
pabean, maka importir wajib melaksanakan prosedur-prosedur 
kepabeanan, seperti berikut ini: 
1. Dokumen Pengeluaran Barang Impor 
Sebelum mengeluarkan barang impor, maka importir 
wajib menyerahkan dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai 
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untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian terhadap barang. 
Dokumen tersebut terdiri dari dokumen wajib dan dokumen 
pendukung. Dokumen-dokumen tersebut adalah: 
a. Dokumen Wajib : 
1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
Dokumen PIB adalah pemberitahuan oleh 
pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan 
dokumen pelengkap Pabean. 
2) Sales Contract 
Dokumen yang memuat mengenai transaksi 
antara pihak importir dan eksportir. Isi dari dokumen 
Sales Contract antara lain : 
a) Uraian barang 
b) Jumah item barang 
c) Harga satuan dan keseluruhan barang 
d) Pembayaran 
3) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) 
Dokumen B/L atau AWB merupakan surat muatan 
angkatan laut atau udara yang diterbitkan oleh 
pengangkut barang, yang isinya menyatakan bahwa 
barang-barang tersebut telah diterima dan disetujui oleh 
pengangkut untuk diangkut ke pelabuhan atau bandara 
tujuan. 
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4) Invoice 
Dokumen Invoice atau faktur perdagangan adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh penjual (eksportir) kepada 
pembeli (importir) yang mencantumkan tanggal 
pengeluaran invoice, tanggal pengiriman barang, uraian 
barang (berat, ukuran), harga, biaya-biaya lain, jumlah 
total yang harus dibayar pembeli, syarat penyerahan 
barang dan syarat pembayaran, nama kapal laut atau 
kapal udara dan nama pelabuhan atau bandara muat, 
serta pelabuhan atau bandara bongkar. Invoice dibagi 
menjadi tiga macam yaitu : 
a) Proforma invoice, yaitu penawaran dalam bentuk 
invoice biasa dari eksportir kepada importir. 
b) Commercial Invoice, yaitu dokumen perincian tentang 
keterangan barang-barang yang dijual dan harga dari 
barang-barang tersebut. 
c) Consular Invoice, yaitu invoice yang dikeluarkan oleh 
instansi resmi, yakni kedaulatan atau konsulat.  
5) Packing List 
Packing List adalah Dokumen yang menjelaskan 
mengenai daftar kemasan atau barang yang berada di 
dalam kontainer. 
6) Delivery Order (D/O) 
Delivery Order adalah dokumen yang berfungsi 
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sebagai surat perintah penyerahan barang kepada 
pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian 
yang menyimpan barang ( Bagian gudang ) milik 
perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang 
memiliki konsensus dengan perusahaan yang 
menerbitkan Delivery Order. 
7) Manifest 
Dokumen Manifest yaitu daftar kargo yang dibawa 
saat datang atau masuk Kawasan Pabean, sedangkan 
Outward Manifes yaitu daftar kargo yang dibawa saat 
sarana pengangkut berangkat atau keluar Kawasan 
Pabean. 
8) Polis Asuransi 
Dokumen yang berisi mengenai surat bukti 
penangguhan dari perusahaan asuransi atas permintaan 
eksportir ataupun importir untuk menjamin keselamatan 
barang pada saat dikirim, dari kecelakaan yang tidak 
diinginkan. 
9) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka 
Impor (SSPCP)  
Dokumen SSPCP Dalam Rangka Impor adalah 
Surat Setoran Pajak yang digunakan oleh Importir atau 
Wajib Bayar dalam rangka impor. 
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b. Dokumen Pendukung 
1) Angka Pengenal Impor (API) 
Dokumen Angka Pengenal Impor (API) adalah 
kartu pengenal atau identitas yang sebaiknya dimiliki oleh 
setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor. 
2) Certificate of Origin  
Dokumen certificate of origin atau COO adalah 
dokumen perdagangan internasional. dokumen ini 
menggaransi asal barang. Asal barang bukan berarti dari 
negara mana barang tersebut dikirimkan, tetapi dari 
mana barang tersebut dibuat. 
3) Certificate of Insurance  
Dokumen Certificate of Insurance atau sertifikat 
asuransi adalah surat keterangan yang menjelaskan 
bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan 
penutupan asuransinya. Sertifikat ini bertujuan untuk 
melindungi barang-barang dari berbagai risiko seperti 
risiko kebakaran, kehilangan, kecelakaan kapal atau hal-
hal yang tidak diinginkan lainnya. 
4) Certificate of Analysis 
Dokumen Certificate of Analysis adalah lembaran 
dokumen yang menjelaskan bahan-bahan dan proporsi 
bahan yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang 
diharuskan pemeriksaannya. Penelitian ini dilakukan oleh 
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Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  
5) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
BPOM bertugas mengeluarkan izin atau sertifikasi 
layak tidaknya obat dan makanan yang beredar di 
masyarakat umum untuk dikonsumsi. Bagi pengusaha 
dibidang obat-obatan dan makanan, izin ini bermanfaat 
untuk memperlihatkan kepada konsumen bahwa produk 
yang mereka hasilkan adalah produk yang tidak 
berbahaya bagi tubuh dan lingkungan, serta memiliki 
kandungan sesuai dengan yang dipaparkan oleh 
perusahaan.  
2. Pemeriksaan Dokumen 
Perusahaan mengajukan surat permohonan 
pengembalian ke Petugas Pendok dan TU yang disertai data 
PIB melalui CD, Surat Sanggup Bayar (SSBC) dan Daftar 
Keterkaitan antara barang ekspor yang diserahkan ke Kawasan 
Berikat dengan barang dan bahan asli impor. 
Petugas Pendok dan TU melakukan penelitian berkas 
dan memutuskan menyetujui atau menolak, jika disetujui maka 
petugas memberi nomor register dan surat tanda terima bahwa 
CD dapat ditransfer ke komputer. Jika ditolak, maka CD 
dikembalikan ke perusahaan karena CD tersebut tidak dapat 
dibaca atau rusak. 
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Petugas menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran 
Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPFP 
BM-C) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk 
dan/atau Cukai (SPMK) yang telah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Wilayah dan Pejabat yang Menangani Pengembalian 
untuk diserahkan ke perusahaan. 
Berkas yang telah disetujui akan diteruskan oleh petugas 
ke koordinator pemeriksa unutk diperiksa lebih lanjut dan 
memonitor penyelesaian berkas. Setelah disetujui, berkas 
kemudian diadministrasikan. 
 3. Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor 
Pejabat Bea dan Cukai telah menentukan jalur yang akan 
digunakan untuk barang impor yang akan dikeluarkan. 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor: P-08/BC/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor 
Untuk Dipakai. Terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 15 ayat 1 
sebagai berikut : 
Pasal 14 : 
Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjelaskan 
Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan 
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pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen 
risiko, ditetapkan jalur pengeluaran Barang Impor. 
Pasal 15 : 
(1) Jalur pengeluaran Barang Impor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut: 
a. Jalur Merah; 
b. Jalur Kuning; 
c. Jalur Hijau; 
d. Jalur MITA Non-Prioritas; dan 
e. Jalur MITA Prioritas. 
Berikut ini merupakan pengertian dari jalur pengeluaran 
barang impor yang diambil dari Pasal 14 di atas : 
a. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan 
fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 
Pejabat Bea dan Cukai akan langsung memberikan jalur 
merah, jika importir yang bersangkutan memiliki kriteria 
sebagai berikut : 
1) Importir tersebut termasuk importir baru. 
2) Importir yang termasuk dalam kategori  mengimpor 
barang berisiko tinggi (high risk). 
3) Barang yang diimpor sementara. 
4) Barang operasional perminyakan golongan II. 
5) Barang re-impor. 
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6) Barang yang terkena pemeriksaan acak. 
7) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. 
8) Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko 
tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi. 
b. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen 
sebelum penerbitan SPPB. Jalur kuning telah ditetapkan 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean Semarang, namun hanya untuk program 
aplikasi Pertukaran Data Elektronik. 
c. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen 
setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 
(SPPB).  
d. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan 
pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas 
untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan 
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal: 
1) barang ekspor yang diimpor kembali; 
2) barang yang terkena pemeriksaan acak; atau 
3) barang impor sementara. 
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e. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan 
pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk 
pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik 
dan penelitian dokumen. Jalur MITA hanya ditetapkan di 
Kantor Pelayanan Utama. 
4. Pemeriksaan Barang Impor 
Sebelum pemeriksaan barang, terlebih dahulu importir 
menerima Surat Pemberitahuan Jalur Merah dari Kepala Seksi 
Kepabeanan dan Cukai serta menyiapkan barang di tempat 
yang telah ditentukan kemudian melaporkan dan menyerahkan 
PIB serta dokumen pelengkap kepada staf Pejabat Pemeriksa 
Barang.  
Setelah menerima pemberitahuan pejabat yang akan 
memeriksa, importir mengeluarkan barang di dalam kemasan 
dan menyaksikan pemeriksaan serta menyerahkan foto atau 
contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Barang. Pejabat 
Pemeriksa Barang meneliti jumlah, jenis dan uraian dalam 
packing list kemudian menandatangani pada contoh barang di 
dalalm foto dan paraf pada kemasan.  
Pejabat Pemeriksa Barang membuat Berita Acara untuk 
diberikan ke importir untuk ditandatangani, membuat Lembar 
Hasil Pemeriksaan (LHP) dan direkam dalam Sistem Aplikasi 
Kepabeanan. Setelah itu, Pejabat menyerahkan Berita Acara 
Pemeriksaan Fisik, LHP dan packing list kepada Staf Seksi 
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Kepabeanan dan Cukai.  
5. Tujuan Pengeluaran Barang Impor 
Menurut Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan 
Cukai Nomor: P-19/BC/2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas 
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-
07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana 
Kepabeanan Di Bidang Impor Pasal 13, Pengeluaran barang 
impor dari Kawasan Pabean dilakukan dengan tujuan: 
a. diimpor untuk dipakai; 
b. diimpor sementara; 
c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; 
d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan 
Pabean lainnya; 
e. diangkut terus; 
f.  diangkut lanjut; atau 
g. diekspor kembali. 
Berdasarkan tujuan barang impor dari kawasan  pabean 
yang diambil dari Pasal 13 di atas, dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
a. Diimpor untuk dipakai 
Barang impor untuk dipakai yakni setelah dikeluarkan 
dari kawasan pabean, maka barang dapat digunakan 
langsung oleh importir untuk kepentingan pribadi maupun 
kepentingan yang lain. 
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b. Diimpor sementara 
Barang yang di impor sementara adalah barang yang 
setelah keluar dari kawasan pabean dan digunakan untuk 
sementara dalam jangka waktu tertentu, maka akan diekspor 
kembali. Barang impor tersebut tidak dikenakan Bea Masuk. 
Barang tersebut digunakan untuk : 
1) Keperluan pameran 
2) Keperluan pertunjukan umum 
3) Keperluan tenaga ahli, penelitian, pendidikan, 
keagamaan, dan kebudayaan. 
4) Keperluan perlombaan 
5) Digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara seperti 
kendaraan atau sarana pengangkut. 
c. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat 
Barang impor seperti ini dapat keluar dari kawasan 
pabean dengan tujuan untuk ditimbun di Tempat Kawasan 
Berikat dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pabean 
yang telah diisi oleh importir. Barang akan diperiksa oleh 
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean Tempat 
Penimbunan Barang mengenai kesesuaian  jumlah, jenis, 
nomor, merk, serta ukuran peti kemas. Apabaila telah sesuai 
dengan Surat Pemberitahuan Pabean maka Surat 
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dapat diterbitkan. 
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d. Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan 
Pabean lainnya 
Barang dengan tujuan seperti ini memiliki kriteria yang 
sama seperti barang impor yang ditimbun di tempat 
penimbunan berikat di atas. Tempat tersebut berada di 
tempat yang lain, namun masih di bawah pengawasan 
kepabeanan. 
e. Diangkut terus 
Barang diangkut terus adalah barang tersebut 
diangkut menggunakan sarana pengangkut dan melewati 
kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih 
dahulu. 
f. Diangkut lanjut 
Barang diangkut lanjut yaitu barang tersebut 
prosesnya sama seperti  barang diangkut terus, tetapi 
barang tersebut dibongkar terlebih dahulu di kantor pabean. 
g. Diekspor kembali 
Barang diekspor kembali yaitu barang yang telah 
keluar dari daerah pabean, karena terdapat beberapa alasan 
sehingga barang tersebut dikembalikan atau diekspor 
kembali. Beberapa alasan barang tersebut dikembalikan 
yakni : 
1) Barang impor tidak sesuai pesanan 
2) Barang impor tersebut rusak 
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3) Barang impor tersebut salah kirim 
4) Barang tersebut tidak boleh diimpor, karena terdapat 
perubahan peraturan 
5) Barang impor tersebut tidak sesuai dengan persyaratan 
melalui instansi teknis terkait 
 
C. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) 
1. Pengertian PIB 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah 
pemberitahuan oleh pemberitahu atas barang yang akan 
diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip 
self assessment (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Bentuk 
dan isi PIB berukuran A4 (201 x 297 mm), untuk pengadaan 
formulir PIB dapat dilakukan oleh umum. PIB dibuat dalam 
rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Lembar asli untuk Pengeluaran Barang 
b. Lembar kedua untuk BPS Jakarta 
c. Lembar ketiga untuk Bank Indonesia bagian Pengolahan 
Data dan Informasi Ekonomi dan Moneter. 
 2. Pedoman Pengisian PIB secara Manual 
Adapun pedoman pengisian PIB sebagai berikut : 
a. Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu 
Pengirim dan satu Penerima; 
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b. Setiap Pemberitahuan dapat berisi lebih dari satu Jenis 
Barang; 
c. Dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat 
dibukukan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 31, 
32, 33, 34, 35 dan 36 dengan diberikan tanda tangan, nama 
jelas dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman 
lanjutan. 
d. Tata cara pengisian dengan angka. Untuk memisahkan 
angka ribuan diberi tanda titik, sedangkan untuk 
memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 
2(dua)-4(empat) digit dibelakang koma. Contoh : USD 
25.000,00 atau USD 10,1234 
3. Pengisian Kolom PIB secara Manual 
Kolom-kolom dari dokumen PIB terdiri dari 7 (tujuh) 
Adapun kolom tersebut sebagai berikut : 
A. Kolom Jenis PIB 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan 
jenis PIB yang terdiri atas: 
a. jenis PIB biasa (Kode 1); 
b. jenis PIB berkala (Kode 2); dan 
c. jenis PIB penyelesaian (Kode 3). 
Contoh : Jenis PIB   1.Biasa;2.Berkala;3.Penyelesaian 
B. Kolom Jenis Impor 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan 
jenis impor yang terdiri atas : 
1 
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a. Impor Untuk Dipakai (Kode 1); 
b. Impor Sementara (Kode 2); 
c. Reimpor (Kode 3); 
d. Pelayanan Segera (Kode 5); dan 
e. Vooruitslag (Kode 6). 
Contoh : 
Jenis Impor   1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 3. 
Reimpor; 5.Pelayanan Segera; 6. Vooruitslag. 
C. Kolom Cara Pembayaran 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara 
pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang 
terdiri atas: 
a. pembayaran Biasa/ Tunai (Kode 1);  
b. pembayaran Berkala (Kode 2); 
c. pembayaran Dengan Jaminan (Kode 3); dan 
d. lainnya (Kode 9). 
Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan 
juga dengan menggunakan jaminan, maka cara pembayaran 
dipilih lainnya. Contoh : 
Cara Pembayaran   1.Biasa/Tunai; 2.Berkala; 
3.Dengan Jaminan;        9. 
Lainnya 
D. Kolom Data Pemberitahuan 
Pemasok 
1.  Nama, Alamat, Negara 
1 
9 
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Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, 
alamat dan negara perusahaan pemasok atau penjual 
barang di luar negeri. Contoh : 
Nama, Alamat, Negara 
Kwang Myung Non-Woven Co, Ltd,281-8 Hakiang-Dong, 
Sasang-Gu, Pusan, South Korea. 
Importir 
2.  Identitas : NPWP/ Paspor/ KTP/ Lainnya 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor 
identitas importir. Jenis dokumen identitas dapat berupa 
NPWP, Passport, KTP, lain-lain. Contoh : 
Identitas : NPWP/ Paspor/ KTP/ Lainnya 
01.061.747.0-092.000 
3.  Nama, Alamat : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
dan alamat perusahaan yang melakukan impor. Contoh : 
Nama, Alamat : 
Sumber Makmur, PT. 
Jalan Samudera 1 No. 15, Hayam Wuruk, Jakarta Utara. 
4.  Status 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan status 
importir yang terdiri atas: 
a. Importir Umum; b. Importir Produsen; c. Importir 
Terdaftar; dan d. Agen Tunggal. 
5.  API/ APIT 
 
 
KR 
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Diisi pada kolom yang disediakan dengan Angka 
Pengenal Importir atau Angka Pengenal Importir 
Terbatas. 
PPJK 
6.  NPWP 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor 
Pokok Wajib Pajak PPJK. Contoh : 
NPWP : 01.323.792.0-011.000 
7.  Nama, Alamat : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
dan alamat Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan 
(PPJK). Contoh: 
Nama, Alamat : 
Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT. 
Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
8. No. & Tgl. NP-PPJK 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor 
dan tanggal Pokok PPJK (NPPPJK). 
9.  Cara Pengangkutan 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode 
dan cara pengangkutan yang terdiri atas pengangkutan 
menggunakan : 
a. angkutan laut (kode 1); 
b. kereta api (2); 
c. angkutan jalan raya (3); 
d. angkutan udara (4); 
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e. jasa pos(5); 
f. angkutan multimoda (6); 
g. instalasi / pipa (7); 
h. angkutan sungai (8); atau 
i. sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s/d 8) (kode 9). 
Contoh : Cara Pengangkutan : Laut 
 
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan 
Bendera 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
sarana pengangkut, nomor voyage/ flight dan bendera 
yang mengangkut barang impor ke pelabuhan bongkar 
serta kode bendera negara. Contoh : 
Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight dan 
Bendera 
MV. Mandiri Jaya Voy. 102S 
11.  Perkiraan Tgl. Tiba : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan 
tanggal, bulan dan tahun kedatangan sarana 
pengangkut di pelabuhan bongkar. Format tanggal 
adalah “DD-MM-YYYY”. Contoh: Perkiraan Tgl. Tiba 23-
08-2008 
12.  Pelabuhan Muat 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
pelabuhan tempat dimuatnya barang ke sarana 
pengangkut dan kode  lokasi pelabuhan muat. Contoh :  
1 
SG 
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Pelabuhan Muat : Kobe, Japan 
13.  Pelabuhan Transit : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
pelabuhan transit terakhir sebelum tiba di daerah 
pabean Indonesia. Cukup diberi tanda “---“ jika tidak ada 
pelabuhan transit. Contoh :  
Pelabuhan Transit : Busan, Korea 
14.  Pelabuhan Bongkar 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
pelabuhan tempat barang impor dibongkar dari sarana 
pengangkut dan kode lokasi pelabuhan. Contoh : 
Pelabuhan Bongkar : Jakarta, Indonesia 
15.  Invoice : No.    Tgl. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, 
tanggal, bulan dan tahun invoice. 
16.  L/C : No.    Tgl. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, 
tanggal, bulan dan tahun Letter of Credit (L/C). 
17.  BL/ AWB : No.    Tgl. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, 
tanggal, bulan dan tahun Bill of Lading (B/L) dalam hal 
pengangkutan dengan sarana pengangkut laut atau Air 
Way Bill (AWB) dalam hal pengangkutan dengan sarana 
JPUKB 
KRPU 
IDJKT 
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pengangkut udara. Diisi nomor dan tanggal Master dan 
nomor dan tanggal House BL/ AWB. 
18. BC 1.1. : No.  Tgl.   Pos.   Sub Pos. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor 
BC 1.1, tanggal, bulan tahun BC 1.1, nomor Pos BC 1.1 
dan nomor Sub Pos BC 1.1. 
19. Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor : 
No.  Tgl.    
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, 
tanggal, bulan dan tahun surat pemenuhan persyaratan 
impor dan/ atau surat keputusan fasilitas impor terkait 
pembebasan, keringanan atau penundaan pembayaran 
bea masuk. 
20. Tempat Penimbunan : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama 
tempat penimbunan sementara dan kodenya sesuai 
dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pabean 
masing-masing. 
21.  Valuta : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis 
valuta asing yang digunakan dalam transaksi dan kode 
valutanya. Dipilih salah satu valuta yang 
menggambarkan seluruh nilai transaksi dengan cara 
mengkonversikan mata uang tersebut ke jenis mata 
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uang yang dipilih berdasarkan kurs yang berlaku. 
Contoh : Valuta : United State Dollar 
22.  NDPBM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nilai 
Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai 
tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea 
masuk. 
23.  FOB 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai 
total barang impor dengan Incoterm FOB. Contoh : 
Total nilai impor (FOB) sebesar USD 50.000,00 (lima 
puluh ribu united state dollar). FOB  50.000,00 
 
24.  Freight 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai 
freight barang impor dalam valuta asing. Contoh : 
Biaya pengangkutan sebesar USD 1.000,00 (seribu 
united state dollar). Freight   1.000,00 
 
25. Asuransi LN/ DN 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan “LN” 
bila asuransi dibayar di luar negeri dan “DN” bila 
asuransi dibayar di dalam negeri. Contoh : 
Asuransi dibayar di luar negeri sebesar USD 250,00 
(dua ratus lima puluh united state dollar). 
Asuransi   (LN) 250,00 
 
26.  Nilai CIF 
USD 
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Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai 
barang impor dengan INCOTERM CIF dalam valuta 
sesuai kolom 21 dan rupiah. Contoh : 
Nilai CIF 1.000,00 
Rp. 9.700.000,00 
 
27.  Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas : 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, 
ukuran dan tipe peti kemas. 
28.  Jumlah, jenis dan Merek kemasan 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah, 
jenis dan merek kemasan yang digunakan untuk 
mengemas barang. Contoh :  
Jumlah dan jenis kemasan 100 Package 
29.  Berat Kotor (Kg) 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat 
kotor (bruto) keseluruhan barang impor dalam satuan kg 
(kilogram) termasuk dengan pengemasannya. Contoh : 
Berat kotor barang impor keseluruhan sejumlah 10.150 
Kg. Berat Kotor (Kg) 10.150 
 
30.  Berat Bersih (Kg) 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat 
bersih (netto) keseluruhan barang impor dalam satuan 
Kg (kilogram) tidak termasuk pengemasannya. Contoh : 
Berat bersih barang impor keseluruhan sejumlah 10.000 
Kg. Berat Bersih 10.000 
 
 
PK 
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31.  No. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor 
urut. Dalam hal jenis barang impor lebih dari satu jenis 
dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci 
pada angka 31 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar 
pertama untuk angka 31 sampai dengan 36 cukup diberi 
catatan. Contoh : 
10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan. 
32.  -Pos tarif/ HS; 
-Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, 
merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya; 
 -Jenis fasilitas.  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan : 
a. Nomor pos tarif/ HS; 
b. Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, 
merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya; dan 
c. Jenis fasilitas. 
Dalam hal barang yang diiimpor menggunakan atau 
tidak menggunakan fasilitas impor. Contoh : 
-  8451.30.00.00 
- Mesin penyetrika (Ironing Machines), 250 watt, 1000 
(seribu) pieces, Merek Sonya, tipe SNA-250 
- CEPT 
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33.  Negara Asal 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara 
asal barang untuk setiap jenis barang sesuai dengan 
sertifikat Negara Asal Barang. 
34.  Tarif & Fasilitas 
-BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPh 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan : 
a. tarif Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, PPh; dan 
b. fasilitas pembebasan, keringanan atau penundaan 
pembayaran bea masuk. Kode fasilitas terdiri atas : 
BM : Diisi pembebanan Bea Masuk sesuai ketentuan 
yang berlaku; 
CUKAI : Diisi pembebanan Cukai dalam persentase 
(%) sesuai ketentuan yang berlaku.  
PPnBM : Diisi pembebanan PPnBM sesuai ketentuan 
yang berlaku. Dalam hal tidak ada pungutan PPnBM, 
ruang ini tidak perlu diisi; 
PPh : Diisi pembebanan PPh Ps 22 dalam persentase 
(%) sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnya 
fasilitas dalam persentase (%) bila ada fasilitas dan 
kode jenis fasilitasnya. 
Contoh : 
BM 10% (dibebaskan 50%), PPN 10% dan PPh 2,5%. 
Maka penulisan pada kolom : 
- BM 10%, 50% BBS. - PPN 10%. - PPh 2,5% 
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35. -Jumlah & Jenis Satuan barang, 
 -Berat Bersih (Kg),  
-Jumlah & Jenis Kemasan 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan : 
a. Jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan 
dalam nilai satuan barang; 
b. berat bersih (netto) dalam satuan kilogram untuk 
setiap jenis barang; dan 
c. jumlah dan jenis kemasan untuk setiap jenis barang. 
Contoh : 
Harga barang sesuai invoice adalah US$ 10,00 per 
Pcs. Berat bersih adalah 5.000 Kg dengan kemasan 
sejumlah 1.000 Pkg @10 Pcs. 
- 10.000 Pcs  - 5.000 Kg  - 1.000 Pkg 
 
36.  Jumlah Nilai CIF 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai CIF.  
37.  BM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah 
bea masuk. Contoh : 
Kolom 34 :  Kolom 36 : CIF USD 1.000,00 
- BM 20%, 50% BBS 
- PPN 10% 
- PPh 2,5% 
Perhitungan : 
Nilai CIF ke rupiah =  
1.000,00 X 10.000,00 = Rp. 10.000.000,00 (kolom 22) 
BM Bayar = 20% X 50% X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 
1.000.000,00 
BM Bebas = 20% X 50% X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 
1.000.000,00 
Maka penulisan pada kolom 37 : 
BM kolom dibayar diisi Rp. 1.000.000,00 
BM kolom dibebaskan diisi Rp. 1.000.000,00 
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38.  Cukai 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan Cukai. 
39. PPN 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan PPN (dibayar, ditanggung 
pemerintah, ditangguhkan, dan/atau dibebaskan) dalam 
ribuan rupiah penuh. Rumus:  
% PPN x (nilai CIF dalam rupiah + BM + Cukai) 
40.  PPnBM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan PPnBM (dibayar, 
ditanggung pemerintah, ditangguhkan,dan/atau 
dibebaskan) dalam ribuan rupiah penuh. Rumus : 
%PPnBM x (nilai CIF dalam rupiah + BM + Cukai) 
41.  PPh 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan PPh (dibayar, ditanggung 
pemerintah, ditangguhkan, dan/atau dibebaskan) dalam 
ribuan rupiah penuh. Rumus :  
%PPh x (nilai CIF dalam rupiah + BM + Cukai) 
42.  Total 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai 
total pungutan negara yang dibayar, ditanggung 
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pemerintah, ditangguhkan dan/atau dibebaskan. Rumus: 
(BM + cukai + PPN + PPnBM + PPh). 
E. Tanda Tangan Importir atau PPJK 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan : 
a. nama tempat; 
b. tanggal, bulan, tahun; dan 
c. nama jelas importir/ PPJK. 
Kolom ini wajib ditandatangani oleh importir atau PPJK. 
F. Kolom Diisi Oleh Bea Cukai 
Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem 
komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan 
nomor, tanggal, bulan dan tahun pendaftaran PIB. Kolom ini 
hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
G. Kolom Untuk Pembayaran atau Jaminan 
a. Pembayaran     1. Bank   2. Pos   3. Kantor Pabean 
b. Jaminan    1. Tunai   2. Bank Garansi  
  3. Customs Bond   4. Lainnya 
Diisi pada kolom pembayaran yang disediakan dengan : 
a. Angka 1 pembayaran di Bank Devisa Persepsi, Pos 
Persepsi atau Kantor Pos; 
b.  Angka 2 pembayaran di pos persepsi atau kantor pos; 
c.  Angka 3 pembayaran dilakukan di Kantor Pabean. 
Diisi pada kolom jaminan yang disediakan dengan 
a. angka 1 jaminan tunai; 
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b. angka 2 jaminan bank garansi; 
c. angka 3 bila Customs Bond; 
d. angka 4 bila lainnya 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan bukti pembayaran 
atau jaminan Bea Masuk Cukai, PPN, PPnBM, dan/ atau 
PPH berupa : 
a. nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai dan 
Pajak (SSPCP); dan/ atau 
b. nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan. 
Pada bagian bawah kolom, ditandatangani oleh pejabat 
yang menerima pembayaran dan diberi cap dinas instansi 
terkait. 
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BAB III 
DESKIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Semarang 
1. Gambaran Umum 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Semarang atau yang disingkat KPPBC Tipe 
Madya Pabean Semarang. KPPBC Tipe Madya Pabean adalah 
suatu lembaga atau instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang berada di bawah kepada Kepala Kantor 
Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sebelum ditingkatkan statusnya menjadi kantor KPPBC 
Tipe Madya Pabean, kantor Bea dan Cukai Semarang berstatus 
sebagai KPPBC Tipe A1. Kantor ini ditingkatkan statusnya dan 
diresmikan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean oleh Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 28 Mei 2009. Hal ini 
dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya dipimpin oleh seorang kepala kantor setingkat eselon III. 
Kantor ini hingga saat ini beralamatkan di Jl. Coaster 1-3, 
Semarang, Jawa Tengah. Telepon (024) 3544212, 3512404. 
45 
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Faksimili (024) 3512405. Kode Pos 50129. 
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi 
Berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bab III 
mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Kedudukan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.  
b. Tugas 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai 
tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan 
kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
diatas. Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai 
fungsi : 
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1) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan 
di bidang kepabeanan dan cukai; 
2) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api; 
3) Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan 
cukai; 
4) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai; 
5) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea 
masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat Jenderal; 
6) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; 
7) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan 
laporan kepabeanan dan cukai; 
8) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; 
9) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai. 
d. Klasifikasi 
Kantor berstatus Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai di Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) Tipe, sebagai 
berikut : 
1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean; 
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2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Cukai; 
3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A1; 
4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A2; 
5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A3; 
6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A4; 
7) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
B. 
3. Struktur Organisasi 
Setiap organisasi atau instansi memiliki struktur 
organisasi. Seperti halnya dengan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang memiliki 
struktur organisasi dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan 
atau jabatan, sehingga dapat mengerti tugas dan 
tanggungjawab dari setiap pegawai. Diharapkan dengan adanya 
struktur organisasi dan pembagian kerja, maka tujuan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam pengawasan dan pelayanan bea 
dan cukai dapat berjalan dengan baik. 
Oleh karena itu, Berdasarkan Salinan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
mengatur bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Semarang harus memiliki struktur 
organisasi agar dapat menjalankan tugas dalam mengawasi dan 
melayani dengan baik. Berikut struktur organisasi KPPBC Tipe 
Madya Pabean Semarang : 
a. Subbagian Umum; 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan; 
c. Seksi Administrasi Manifes; 
d. Seksi Perbendaharaan; 
e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; 
g. Seksi Kepatuhan Internal; 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Tugas dari masing-masing sub di atas dijelaskan pada 
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 
dengan penjelasan sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum 
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah 
tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta 
penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Subbagian Umum terdiri dari : 
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1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, 
2) Urusan Keuangan, dan 
3) Urusan Rumah Tangga. 
b.  Seksi Penindakan dan Penyidikan 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana 
kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan 
pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari : 
1) Subseksi Intelijen, maksimal ditangani dua karyawan. 
2) Subseksi Penindakan, maksimal ditangani du karyawan. 
3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, dan  
4) Subseksi Sarana Operasi 
c. Seksi Administrasi Manifest 
Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas 
melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut 
dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi 
Administrasi Manifes terdiri dari : 
1) Subseksi Pengadministrasian, dan 
2) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan 
Pengangkutan Barang 
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d. Seksi Perbendaharaan 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 
pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal. Seksi Perbendaharaan terdiri dari : 
1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan 
Subseksi yang menangani Administrasi 
Penerimaan dan Jaminan paling banyak dua karyawan. 
2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian. 
Subseksi yang menangani Administrasi Penagihan 
dan Pengembalian paling banyak dua karyawan. 
e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai 
tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar 
Pabean dan Cukai. Subseksi yang menangani Hanggar 
Pabean dan Cukai paling banyak enam karyawan. 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai 
tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan 
layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi 
Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari : 
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1) Subseksi Penyuluhan, dan 
2) Subseksi Layanan Informasi. 
g. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi 
kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari : 
1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi; 
2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan. 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan 
sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data 
dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, 
pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan 
dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta 
penyajian data kepabeanan dan cukai. 
Untuk lebih jelas mengenai urutan atau bagan struktur 
organisasi, di bawah ini terdapat Gambar III.1 mengenai 
Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 87/pmk.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 2008
KANTOR PENGAWASAN DAN 
PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE MADYA PABEAN 
 URUSAN 
TATAUSAHA DAN 
KEPEGAWAIAN 
URUSAN 
KEUANGAN 
URUSAN 
RUMAH TANGGA 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN 
SEKSI 
ADMINISTRASI 
MANIFEST 
 
SEKSI 
PERBENDAHARAAN 
SEKSI PELANANAN 
KEPABEANAN 
DAN CUKAI (9) 
SEKSI PENYULUHAN 
DAN LAYANAN 
INFORMASI  
SEKSI  
KEPATUHAN 
INTERNAL 
SEKSI  DUKUNGAN 
TEKNIS DAN 
DISTRIBUSI DOKUMEN 
SUB SEKSI 
INTELEJEN (2) 
SUB SEKSI 
PENINDAKAN (2) 
SUB SEKSI 
PENYIDIKAN DAN 
BARANG HASIL 
PENINDAKAN 
SUB SEKSI 
SARARNA 
OPERASI 
SUB SEKSI 
PENGADMINISTRASIAN 
MANIFEST 
SUB SEKSI 
PENGADMINISTRASIAN 
PEMBERITAHUAN 
PENGANGKUTAN 
BARANG 
SUB SEKSI 
ADMINISTRASI 
PENERIMAAN 
DAN JAMINAN 
SUB SEKSI 
ADMINISTRASI 
PENAGIHAN DAN 
PENGEMBALIAN (2) 
SUB SEKSI 
HANGGAR 
PABEAN DAN 
CUKAI (6) 
SUB SEKSI 
PENULUHAN 
SUB SEKSI 
LAYANAN 
INFORMASI 
SUB SEKSI KEPATUHAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
PELAYANAN DAN 
AMNISTRASI INFORMASI 
SUB SEKSI 
KEPATUHAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
PENGAWASAN 
KELOMPOK 
JABATAN  FUNGSIONAL 
GAMBAR III.1 
STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE MADYA PABEAN SEMARANG 
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4. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto 
 VISI : 
Menjadi Kantor Kepabeanan berstandar internasional. 
 MISI : 
Pengawasan yang efektif dan pelayanan prima terhadap 
industri, perdagangan, masyarakat dan lingkungan.  
 Tujuan : 
a. Terjaminnya penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan 
penerimaan negara lainnya melalui pengawasan yang efektif 
dan pelayanan prima; 
b. Terciptanya peningkatan pengawasan guna menjamin 
penerimaan bea masuk, cukai dan penerimaan Negara 
lainnya, menjamin perdagangan luar negeri yang fair; 
melindungi industry dalam negeri; melindungi masyarakat 
dan lingkungan; 
c. Terciptanya peningkatan pelayanan dan kepastian guna 
menunjang pertumbuhan ekonomi. 
Motto : 
SIAP: Smart; Inovatif; Akuntabel; dan Profesional.  
5. SDM (Sumber Daya Manusia) 
Kebutuhan akan pegawai bea cukai yang profesional 
saat ini semakin dirasakan oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai) dalam upaya mensejajarkan diri dengan institusi 
kepabeanan dan cukai dunia, serta memberikan pelayanan 
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yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat. 
Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka DJBC 
mendirikan Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Adapun 
peranan penting bagi SDM (Sumber Daya Manusia) pada 
Kantor Bea dan Cukai seperti : 
a. Pusdiklat sebagai agen perubahan 
Visi yang diemban oleh Pusdiklat Bea dan Cukai 
adalah Pusdiklat yang profesional dan berorientasi ke masa 
depan di bidang keuangan negara khususnya kepabeanan 
dan cukai. Sedangkan untuk misi Pusdiklat adalah 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi 
pegawai DJBC. 
Dengan visi dan misi tersebut maka sebagai agen 
perubahan tentunya harapan tersebut bisa diwujudkan 
sehingga keinginan user untuk mendapat pegawai 
profesional dapat terpenuhi sehingga dapat membawa 
perubahan seseorang menjadi lebih baik. 
b. Pusdiklat untuk Mencetak SDM Handal 
Pusdiklat merupakan investasi bagi DJBC dalam 
mencetak tenaga kerja yang handal, tentunya peran user 
sangat penting, baik dalam penentuan kurikulum secara 
internal maupun hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan 
diklat. Peran disini adalah peran dalam hal evaluasi setelah 
pelaksanaan suatu diklat. 
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Pusdiklat sendiri sudah terlebih dulu melakukan suatu 
evaluasi sebelum user melakukan evaluasi, baik dalam hal 
penyelenggaraan diklat maupun kurikulum yang telah 
diberikan. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai yang 
mengikuti diklat paham benar akan diklat yang dijalaninya 
dan menjadi pegawai atau SDM yang diandalkan karena 
ilmu dan keterampilannya. 
Dari dua peranan Pusdiklat di atas maka diharapkan 
kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC) lebih baik.  
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B. Penerimaan Atas Bea Masuk dan Keluar Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai 
Setiap tahun pendapatan nasional dari perdagangan 
internasional berubah, hal ini dikarenakan dari keadaan pasar 
internasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memantau 
keadaan tersebut dari tahun ke tahun.  
Salah satu dari penerimaan terebut pada tahun 2005 hingga 
2009 yang dapat dilihat pada tabel III.2 mengenai Penerimaan Bea 
Masuk dan Bea Keluar (dalam milyar rupiah) di bawah ini : 
Tabel III.1 
 Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 
(dalam milyar rupiah) 
 
 
Sumber : Data Pokok APBN  
 
 
 
 
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 
Pajak 
Perdagangan 
Internasional 
15.239,1 13.231,5 20.936,8 36.342,1 28.496,0 
Bea Masuk 14.920,9 12.140,4 16.699,4 22.736,8 19.160,4 
Bea Keluar 318,2 1.091,1 4.237,2 13.578,3 9.335,6 
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C. Pembahasan 
Penelitian ini menjelaskan mengenai efektifitas atau 
perbandingan Proses Penyelesaian Barang Impor dengan 
dokumen (Pemberitahuan Impor Barang) PIB secara Manual 
dengan Jaringan Perukaran Data Elektronik, pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Semarang. Pembahasan perbandingan tersebut diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Proses Penyelesaian Barang Impor dengan Dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Manual 
Penyerahan pemberitahuan Secara Manual adalah 
proses pelayanan kepabeanan yang dilaksanakan tanpa 
menggunakan sarana komputer. Tata kerja secara manual ini 
diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
nomor : KEP-68/BC/2003. Berikut adalah petunjuk teknis  
penyelesaian barang impor dengan menggunakan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Manual : 
a. Importir atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan 
(PPJK) mengisi dokumen Pemberitahaun Impor barang 
(PIB) dalam 3 (tiga) rangkap dan menghitung sendiri bea 
masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor untuk kemudian 
melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi dengan 
mendapatkan bukti pembayaran. 
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b. Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 
menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam 
rangka impor berdasarkan dokumen Pemberitahaun Impor 
Barang (PIB), selanjutnya membubuhkan nomor dan tanggal 
pembayaran pada dokumen Pemberitahaun Impor Barang 
(PIB) dan bukti pembayaran. 
c. Importir atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan 
(PPJK) menyerahkan dokumen Pemberitahaun Impor 
Barang (PIB) beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti 
pembayaran kepada Pejabat yang menerima dokumen pada 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran 
barang. 
d. Pejabat bertugas menerima dokumen Pemberitahaun Impor 
Barang (PIB) baru atau perbaikan, memeriksa identitas 
importir, meneliti dokumen penagihan Importir yang ada 
tidaknya tunggakan melalui Surat Pemberitahuan 
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SKPBM) lebih dari 30 
hari sejak tanggal penerbitan, jika tidak ada maka dokumen 
Pemberitahaun Impor Barang (PIB) diturunkan dengan 
memberikan bukti penerimaan BCF 2.1 A atau Petunjuk 
Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Tertentu dan 
dikirimkan ke Pejabat pemeriksa dokumen 1 untuk diperiksa 
lagi kebenaran dalam pengisian kelengkapan dokumen. 
Setelah benar, maka dibukukan dan didaftarkan dokumen 
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Pemberitahaun Impor Barang (PIB) ke dalam BCP-BC 2.0 
guna penetapan jalur pengeluaran barang. 
e. Penetapan jalur yakni jalur merah dan hijau. Untuk jalur hijau 
Surat Pesetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dapat 
langsung keluar dalam 2 (dua) rangkap untuk Pejabat yang 
mengeluarkan barang dan Importir. Pejabat pemeriksa 
dokumen I mengirimkan berkas Pemberitahaun Impor 
Barang (PIB) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II 
(hijau) untuk penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, 
cukai, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea 
masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Selain itu, 
Pejabat pemeriksa dokumen II bertugas mengirimkan 
Pemberitahaun Impor Barang (PIB) ke pejabat pendistribusi 
dokumen. Untuk jalur merah, pejabat pemeriksa dokumen I 
menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Jalur 
Merah (SPJM) atau BCF 2.3 A. kepada importir. Instruksi 
Pemeriksaan atau BCF 2.3 B berikut invoice dan atau 
packing list, Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 
Pejabat Pemeriksa Barang.  
f. Pejabat pemeriksa barang menerima Instruksi Pemeriksaan 
berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang 
memeriksa dokumen I, menerima pengembalian Lembar 
Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Pejabat yang memeriksa 
Dokumen II untuk dilakukan perbaikan. Setelah selesai 
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pemeriksaan menyerahkan Lembar Hasil Pemeriksaan 
(LHP), invoice dan atau packing list kepada pejabat 
pemeriksaan dokumen II (merah) untuk penelitian lebih 
lanjut. 
g. Pejabat pemeriksa dokumen II menerima berkas 
Pemberitahaun Impor Barang (PIB) jalur merah dari Pejabat 
yang memeriksa dokumen I, menerima  Lembar Hasil 
Pemeriksaan (LHP), invoice dan atau packing list, 
mengembalikan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) yang 
kurang jelas kepada pejabat pemeriksa barang. Pejabat 
pemeriksa dokumen II memutuskan bahwa : 
1) Barang yang diberitahukan  merupakan bukan barang 
pembatasan atau larangan. 
2) Pejabat meminta atau mengirim respon permintaan 
dokumen perizinan untuk barang pembatasan 
3) Pejabat memutus bahwa barang termasuk barang 
larangan. 
Apabila barang sudah diteliti dan benar, maka pejabat 
pemeriksa dokumen II mengirim PIB kepada Pejabat yang 
melaksanakan pendistribusian dokumen 
h. Pejabat pemeriksa dokumen II (hijau) menerima berkas 
Pemberitahaun Impor Barang (PIB) jalur hijau dari Pejabat 
yang memeriksa dokumen I dan melakukan penelitian 
dengan benar, jika diterima pejabat kemudian mengirimkan 
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berkas Pemberitahaun Impor Barang (PIB) kepada Pejabat 
yang melaksanakan pendistribusian dokumen. 
i. Pejabat pengeluaran barang menerima Surat Persetujan 
Pengeluaran Barang (SPPB) rangkap kesatu dari Pejabat 
pemeriksa dokumen I/II dan SPPB rangkap I dari importir, 
mencocokkan data SPPB rangkap kedua dengan rangkap 
kesatu serta mengawasi pengeluaran barang, memberikan 
catatan pengeluaran barang pada SPPB dan diberikan 
kepada pejabat yang mengurusi manifest, mengembalikan 
SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah diberi 
catatan pengeluaran. Barang kemudian dapat dikeluarkan. 
Di bawah ini adalah Gambar III.2 mengenai Proses 
Penyelesaian Barang Impor dengan PIB secara Manual : 
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Sumber : Pengamatan Langsung di Lapangan. 2010 
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2. Proses Penyelesaian Barang Impor dengan Dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Elektronik Melalui 
Jaringan Pertukaran Data Elektronik 
Proses penyelesaian barang impor dengan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Elektronik melalui 
jaringan Pertukaran Data Elektronik  (PDE) atau Electronic Data 
Interchange (EDI) dilakukan melalui Sistem Aplikasi dan sistem 
jaringan komputer. Proses penyelesaian secara elektronik 
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea 
Dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 Perubahan Atas Peraturan 
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor 
Untuk Dipakai.  
PIB secara Elektronik memiliki petunjuk pengisian yang 
berbeda dengan Manual, karena elektronik menggunakan 
software melalui komputer. Adapun petunjuk pengisian PIB 
secara elektronik sebagai berikut: 
a. Pengisian data PIB  
Sewaktu Anda masuk menu perekaman PIB, yang 
pertama kali muncul adalah layar Header. Di bawah ini 
adalah tampilan layar perekaman Header 1 PIB yang harus 
Anda isikan datanya. 
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Gambar III.3 
Header 1 PIB 
  
Yang perlu Anda perhatikan dalam pengisian data Header 1 
adalah : 
1) Isikan data PIB dengan selengkap-lengkapnya, 
sepanjang data tersebut ada.  
2) Anda mungkin dapat melewati/mengosongkan kolom 
data pada waktu pengisian data PIB ini. Namun Anda 
tidak dapat memperoleh status “READY”. 
3) Pada saat mengisi kolom data yang merupakan kode-
kode, Anda dapat menampilkan layar bantuan untuk 
melihat daftar kode-kode tersebut beserta uraiannya. 
Geser ke atas-bawah 
dengan mouse, atau 
panah atas-bawah 
pada keyboard untuk 
melihat semua form 
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Untuk menampilkannya, tekan tombol F1 pada keyboard, 
atau dari menu |Help|Daftar Tabel|.  
Gambar III.4 
List Data 
 
Setelah muncul layar pilihan data tersebut, Anda 
dapat langsung memilih uraian data yang akan Anda 
isikan dalam PIB Anda, dengan menekan tombol panah 
ke atas () dan tombol panah ke bawah () pada 
keyboard.  
Namun jika daftar data yang ditampilkan terlalu 
banyak, maka kemungkinan Anda akan kesulitan untuk 
mencarinya. Untuk itu, Anda dapat mencarinya secara 
cepat dengan fasilitas Filter. Maka jika datanya ada akan 
ditampilkan sehingga Anda lebih mudah untuk 
memilihnya. Kolom isian yang dapat Anda tampilkan 
daftar tabelnya adalah : 
a) Kantor Bea dan Cukai tempat pemberitahuan 
b) Tempat penimbunan 
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c) Kode negara (Pemasok dan bendera kapal) 
d) Pelabuhan bongkar 
e) Pelabuhan transit 
f) Pelabuhan muat 
g) Valuta (mata uang asing) 
h) Kemasan 
i) Satuan 
Daftar tabel-tabel di atas sudah terisi dari awalnya, 
sehingga Anda tinggal menggunakan saja. Di samping 
itu, ada beberapa kolom isian lain yang dapat juga Anda 
tampilkan layar tabelnya, asal datanya telah Anda isikan 
sebelumnya. Data tersebut adalah : 
a) Data importir 
b) Data pemasok 
c) Data tarif/HS 
d) Data barang 
e) Data Kurs 
f) Data Gudang atau 
tempat penimbunan 
g) Data nama alat angkut 
4) Aplikasi PIB ini khusus untuk satu perusahaan tertentu, 
yaitu importir atau PPJK : 
- Jika perusahaan tersebut adalah importir, maka data 
Identitas dan NPWP importir tidak dapat diubah, 
sedangkan data PPJK kosong 
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- Jika perusahaan tersebut adalah PPJK, maka data 
Identitas dan NPWP PPJK tidak dapat diubah, 
sedangkan data importir dapat siapa saja. 
Setelah semua data terisi, jangan lupa 
menyimpannya dengan menekan tombol simpan  atau 
dengan menjalankan menu |File|Save| atau tekan secara 
bersamaan tombol Ctrl+S.  
b. Proses Pengiriman Data PIB dan Respon 
Untuk mendapatkan respon dari pihak instansi Bea 
dan Cukai, Pengiriman Data PIB dan Respon PIB dapat 
digambarkan seperti Gambar III.3 dan keterangan berikut : 
 
Gambar III.5 
Pengiriman Data PIB dan Respon 
 
Sumber : Pengamatan di Lapangan 
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Keterangan : 
Proses pengiriman Data PIB dan Responnya dari dan ke Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagai berikut : 
a. Importir atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan 
(PPJK) membuat data PIB dengan menggunakan aplikasi 
modul PIB nya. 
b. Importir atau PPJK melakukan pembayaran Bea Masuk atau 
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kepada Bank Devisa 
yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan. 
c. Setelah PIB statusnya READY atau Data dokumen yang 
dibuat sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian data 
PIB dijadikan data dalam format EDIFACT lalu dikirim ke 
KPPBC melalui jaringan EDI. 
d. Bank Devisa mengirim credit advice seperti Surat Setoran 
Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) 
secara elektronik ke jaringan EDI. 
e. Jaringan EDI meneruskan data ke Server KPPBC.  
f. Setelah data masuk ke Server KPPBC, kemudian data 
divalidasi di aplikasi in house  Pelayanan Impor. Hasil 
validasi adalah respon untuk PIB yang bersangkutan. 
Respon yang dikirim terdiri dari respon penerimaan dokumen 
sampai respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 
(SPPB) 
Melalui Alur Sistem Aplikasi Pelayanan Impor di atas, 
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maka terdapat proses selanjutnya hingga barang impor tersebut 
dapat keluar. Adapun proses secara detail palayanan impor di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Semarang yang dapat 
digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut : 
 
 
 
Sumber : Pengamatan di Lapangan 
FLOWCHART TATA KERJA PIB EDI 
(Sistem Aplikasi Pelayanan Impor) 
Download PIB 
Mandatory Check / 
Content Check 
Analyzing Point 
Nomor  
Pendaft. PIB 
Izin pembatasan tidak dipenuhi 
dalam 3 hr kerja 
Jalur Merah 
Tidak masuk 
analyzing point & 
Payment 
Verification/Jalur 
Prioritas 
 E  D  I 
Network 
PIB Modul PIB 
Importir 
 
Penetapan Jalur 
SPJM 
Hijau 
Periksa 
Fisik 
LHP 
PFPD 
INP/DNP 
Penetapan  
SPPB 
Berkas PIB 
PFPD 
INP/DNP 
Penetapan  SPKPBM 
SPPB SSPCP/ 
Jaminan 
BPIB 
7 hr 7 hr 
Pendok 
Keberatan 
Merah 
Payment Verication  
Tdk 
msk 
PV 
Hi Co 
Scan 
Kuning 
PFPD 
Berkas PIB 
SPPB 
Pendok 
INP/DNP 
Penetapan  
Keberatan 
Pendok 
SPJK 
GAMBAR III.6 
FLOWCHART TATA KERJA PIB EDI 
(SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR) 
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Berikut penjelasan dari gambar mengenai Flowchart Tata 
Kerja Pemberitahuan Impor Barang EDI  di atas : 
a. Importir membuat PIB  
Data PIB disiapkan dengan menggunakan modul 
Pemneritahauan Impor Barang (PIB). Modul PIB disiapkan 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Importir 
atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yang 
sudah terdaftar atau teregistrasi di DJBC  berhak 
mendapatkan modul PIB. PPJK dalam hal ini bertugas 
sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan 
pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik 
barang. 
b. Pengiriman Data ke aplikasi in house Kantor Pengwasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
Pengiriman data PIB ke in house KPPBC dapat 
dilakukan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) atau 
dengan media lain (misal: disket). Ini tergantung dari sistem 
yang berlaku di KPPBC.  
c. Validasi Data di In House KPPBC.  
Validasi yang dilakukan oleh sistem adalah validasi 
mengenai : 
1) Cek Registrasi Importir 
Cek Registrasi Importir dilakukan dengan ketentuan data 
Pemberitahauan Impor Barang (PIB) kalau importirnya 
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yang belum teregistrasi (tidak mempunyai Nomor 
Identitas Kepabeanan atau NIK). Pengecualian untuk 
Importir yang belum melakukan registrasi, PIB hanya 
dilayani 1 ( satu kali ) dan mendapat jalur merah. PIB 
berikutnya  akan direject (harus melakukan registrasi). 
2) Cek Blokir 
Cek Blokir terdiri dari hard copy PIB dan dokumen 
pelengkap. Importir yang belum menyerahkan hard copy 
PIB dan dokumen pelengkap sampai batas waktu yang 
ditentukan akan diblokir. Instruksi Khusus dari unit 
pengawas (P2 Pusat, P2 Kanwil atau P2 KPPBC). 
Importir diblokir berdasarkan instruksi dari unit pengawas 
karena melakukan pelanggaran. Surat Pemberitahuan 
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) lewat 
jatuh tempo belum lunas. Jika menginginkan dengan 
hutang, maka lewat jatuh tempo pembayaran berkala 
atau lewat jatuh tempo impor sementara atau reimpor. 
3) Cek Nomor Pokok Importir atau Pengusaha Pengurus 
Jasa Kepabeanan (PPJK). Untuk PIB yang 
pengurusannya menggunakan PPJK. Pengecekan 
meliputi pengecekan Nomor Pokok Pengusaha (NPP)  
dan masa berlaku jaminan. 
4) Kelengkapan pengisian data. 
5) Cek mandatory. 
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6) Cek kebenaran pengisian pos tarif sesuai dengan pos 
tarif yang berlaku. 
7) Kebenaran perhitungan bea masuk. 
8) Cek No BC 1.1 ( Jika Aplikasi Manifest Mandatory ) yakni 
Dokumen Manifes sudah mendapat respon nomor BC 1.1 
dari Bea & Cukai. 
9) Cek Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) untuk 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang ada 
penangguhan pembayaran. 
Jika data-data di atas  tidak valid (tidak lolos validasi 
berdasarkan kriteria di atas) maka PIB tersebut direject dan 
mendapat respon reject yang dikirim via Pertukaran Data 
Elektronik (PDE). Namun apabila data tersebut valid maka 
akan diteruskan dengan proses cek data pembayarannya. 
d. Payment verification 
Payment verification adalah proses menunggu data 
pembayaran dari bank untuk direkonsiliasi dengan PIB. 
Proses ini terjadi apabila : 
1) Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sudah masuk 
ke in house Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) dan lolos dari proses validasi, tetapi data 
pembayaran dari bank belum ada atau belum sampai.  
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2) Data pembayaran melalui bank sudah masuk terlebih 
dahulu tetapi ada perbedaan identitas data pembayaran 
dengan data PIB.  
3) Data nilai pembayaran dari bank lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai kewajiban pabean dan Pajak Dalam Rangka 
Impor (PDRI) didata PIB. 
4) Dalam hal nilai pembayaran dari bank lebih besar 
dibandingkan dengan nilai kewajiban pabean dan PDRI 
di data PIB maka data PIB dan data pembayaran direject. 
Jika dalam waktu tiga hari data pembayaran  tidak 
direkonsiliasi dengan PIBnya maka data pembayaran dari 
bank otomatis akan direject. Namun apabila data 
pembayaran dengan data PIB sudah sesuai akan diteruskan 
ke proses selanjutnya. 
e. Analyzing Point 
Komoditi yang diberitahukan masuk golongan barang 
larangan, pembatasan atau memerlukan izin dari instansi 
lain, maka data akan masuk ke analyzing point. Proses 
analyzing point dikecualikan untuk importir yang mendapat 
fasilitas jalur prioritas. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
yang  masuk ke analyzing point akan dicek oleh petugas 
sebagai berikut : 
1) Petugas memutuskan bahwa barang yang diberitahukan  
merupakan bukan barang pembatasan atau larangan. 
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Maka data PIB akan dilanjutkan ke proses selanjutnya 
yakni penjaluran. 
2) Petugas meminta atau mengirim respon permintaan 
dokumen perizinan untuk barang pembatasan atau tata 
niaga kepada importir. Apabila impotir telah menyerahkan 
dokumen izinnya, maka petugas akan memutuskan data 
PIB ke proses selanjutnya. Jika dalam waktu tiga hari izin 
tidak diserahkan maka otomatis diproses menjadi jalur 
merah. Sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal 
nomor P-19/BC/2005, maka  jika dokumen izin tidak 
diserahkan maka proses akan berhenti sampai dokumen 
izin diserahkan dan diputus oleh petugas analyzing point. 
3) Petugas analyzing point memutuskan bahwa barang 
termasuk barang larangan. Maka barang harus dicegah 
dan diserahkan kepada unit pengawas untuk diproses 
lebih lanjut. Sementara proses data PIB dihentikan. 
f. Penjaluran 
Penjaluran dilakukan oleh komputer berdasarkan 
kriteria yang sudah ditentukan. Keputusan jalur merah atau 
(periksa fisik) dalam hal : 
1) Jenis Impor tujuan  Impor Sementara. 
2) Jenis Impor adalah Re-impor  
3) Jenis Impor dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat. 
4) Random. 
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5) Komoditi ditetapkan oleh Pemerintah. 
6) Analisis Resiko (Profil Importir dan Profil Komoditi).  
Di bawah ini adalah Matrikulasi Analisis Resiko (Profil 
Importir dan Profil Komoditi) pada Tabel III.1 : 
Tabel III.2 
Matrikulasi Analisis Risiko 
Komoditi 
Importir 
Low Medium 
High/ 
Tap Pem 
Very High MH (100%) MH (100%) MH (100%) 
High K MH (100%) MH (100%) 
Medium HH K MM (30%) 
Low HL HM ML (10%) 
MITA Non Prioritas HT HT K 
MITA Prioritas HP HP HP 
Sumber : Pengamatan di Lapangan 
Importir jalur hijau dan jalur prioritas mendapatkan 
jalur hijau, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) 
otomatis langsung diterbitkan. Untuk Jalur Kuning SPPB 
dikeluarkan setelah pemeriksaan dokumen terlebih dahulu. 
Sedangkan importir fasilitas jalur prioritas yang mendapat 
jalur merah barang boleh diperiksa di gudang importir. 
g. Pemeriksaan Fisik Barang 
Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang 
mendapatkan jalur merah, maka respon Surat 
Pemberitahuan  Jalur Merah (SPJM)  dan instruksi 
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pemeriksaan diterbitkan. Instruksi Pemeriksaan menunjuk 
nama pemeriksa barang. Pemeriksa barang yang ditunjuk 
adalah pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa barang 
dan namanya sudah didaftar oleh petugas Operator Konsul 
dengan status hadir. 
Apabila jumlah PIB jalur merah lebih banyak daripada 
jumlah pemeriksa barang, maka satu orang pemeriksa 
barang dapat ditunjuk untuk memeriksa fisik barang lebih 
dari satu PIB. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik 
barang dengan cara : 
1) Importir harus menyerahkan hard copynya dan ikut serta 
menyaksikan  pemeriksaan fisik barang. 
2) Jika lebih dari 3 hari sejak terbitnya SPJM, importir tidak 
datang untuk pelaksanaan pemeriksaan fisk barang 
maka dapat dilakukan pemeriksaan jabatan. Biaya yang 
timbul akibat pemeriksaan jabatan di tanggung oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jabatan 
dalam hal ini yakni barang diperiksa tanpa 
sepengetahuan importir. Sementara kerugian atau 
kerusakan yang terjadi akibat pemeriksaan jabatan 
ditanggung oleh pemilik barang. 
3) Hasil Pemeriksaan fisik dituangkan dalam Lembar Hasil 
Pemeriksaan (LHP) dan harus direkam oleh pemeriksa 
ke dalam aplikasi impor. Apablia LHP belum direkam 
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maka dokumen belum bisa diperiksa pleh Pejabat 
Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau Kepala 
Seksi Pabean untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai (KPPBC) yang tidak ada PFPD. 
h. Pemeriksaan Dokumen  
Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sudah 
mendapat jalur merah, dokumennya diperiksa oleh Pejabat 
Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Dalam Sistem 
Aplikasi Pelayanan Impor PFPD tidak dibedakan antara PIB 
jalur merah, PIB jalur kuning, dan PIB jalur hijau (PFPD 
tunggal). PFPD juga bertugas memeriksa mengenai Badan 
Pengembangan dan Penelitian Industri (BPIP) dan Informasi 
Nilai Pabean (INP) atau Deklarasi Nilai Pabean (DNP). 
Untuk PIB jalur merah, PFPD baru bisa melakukan 
pemeriksaan setelah LHP direkam. PFPD harus 
memutuskan apakah Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) yang 
dibuat oleh pemeriksa barang sesuai atau tidak.  Hasil 
pemeriksaan dokumen oleh Pejabat Funsional Pemeriksa 
Dokumen (PFPD) antara lain : 
1) Hasil pemeriksaan tidak menimbulkan tambah bayar 
sehingga Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) 
dapat langsung diterbitkan setelah proses pemeriksaan 
selesai. 
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2) Apabila ada tambah bayar maka diterbitkan Surat 
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk 
dan Pajak (SPKPBM) dalam rangka impor. 
3) Importir yang tergolong high risk maka SPPB tidak dapat 
diterbitkan. Oleh karena itu, SPKPBM harus dibayar 
terlebih dahulu atau mengajukan keberatan dengan 
menaruh jaminan, sehingga SPPB  dapat diterbitkan. 
4) Sedangkan untuk importir tergolong low risk, SPPB dapat 
diterbitkan. 
Sejak berlakunya Peraturan Dirjen nomor P-
19/BC/2005, maka semua SPKPBM hasil pemeriksaan 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jalur merah oleh PFPD, 
maka SPPB tidak dapat diterbitkan. Hal ini dapat terjadi 
apabila SPKPBM belum dilunasi atau importir tidak 
mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan 
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak (SPKPBM) 
tersebut dengan mempertaruhkan jaminan. 
Untuk Jalur Kuning proses pelayanan dan 
pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak 
dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian 
dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang (SPPB). Sedangkan jalur hijau SPPB 
sudah diterbitkan bersamaan dengan proses penjaluran. 
Importir hanya diperiksa mengenai dokumen impor saja. 
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Hard copy harus diserahkan paling lambat 3 hari sejak 
penjaluran (mendapatkan nomor Pemberitahuan Impor 
Barang atau PIB). Hasil pemeriksaan dokumen PIB jalur 
hijau dan kuning oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa 
Dokumen (PFPD) antara lain : 
1) PFPD dapat memutuskan tambah bayar atau tidak 
2) Apabila terdapat hal  tambah bayar, maka diterbitkan 
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 
Masuk dan Pajak (SPKPBM) 
i. Pengeluaran Barang 
Pengeluaran barang dilakukan melalui gate dengan 
menunjukkan SPPB kepada petugas. Petugas merekam dan 
mencocokkan data SPPB untuk pengeluaran barang. Kalau 
data SPPB hard copy tidak sama dengan data di komputer 
maka barang tidak dapat dikeluarkan. Dan apabila cocok 
barang boleh dikeluarkan dan waktu pengeluran barang 
tercatat di komputer. 
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3. Kelebihan dalam menyelesaikan barang Impor dengan 
dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Elektronik 
melalui Jaringan Perukaran Data Elektronik (PDE) dibandingkan 
Manual 
Setelah melalui pembahasan 2 (dua) proses 
penyelesaian barang impor di atas, yakni secara Manual dan 
Pertukaran Data Elektronik (PDE) maka dapat dibuktikan bahwa 
program PDE lebih baik dan tidak rumit. Adapun kelebihan dari 
program tersebut sebagai berikut : 
1. Menghilangkan waktu penyampaian data atau dokumen dari 
Kantor Pemberitahu ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai (KPPBC) dan menghilangkan waktu 
perekaman serta validasi data oleh petugas Bea dan Cukai. 
Sehingga waktu pengiriman data atau dokumen lebih cepat 
dan lebih aman. 
2. Kemudahan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan data 
pendukung antara lain: Importir, Kurs, Pemasok, Tarif, 
Barang. 
3. Kemudahan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan data 
standar antara lain kode negara, kode mata uang, kode 
lokasi pelabuhan dalam negeri, kode pelabuhan luar negeri, 
kode satuan, kode kemasan. 
4. Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersimpan dalam 
komputer, dan merupakan database PIB dari pengguna 
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aplikasi PIB Pertukaran Data Elektronik, dan dapat dipakai 
sesuai kebutuhan. 
5. Membantu dalam konversi harga FOB, C&F, CIF. 
6. Membantu dalam perhitungan pungutan impor, seperti (BM, 
Cukai, PPN, PPnBM, PPh) 
Oleh karena itu, karena keamanan serta prosesnya yang 
lengkap dan cepat maka program Electronic Data Interchange 
(EDI) atau Perukaran Data Elektronik (PDE) lebih banyak 
digunakan oleh perusahaan impor hingga sekarang. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab III, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses penyelesaian barang impor dengan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara manual pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Semarang, diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai nomor : KEP-68/BC/2003. Proses pemeriksaan 
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan memeriksa 
dokumen secara satu per satu. 
2. Proses penyelesaian barang impor dengan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui 
jaringan Pertukaran Data Elektronik  (PDE) diatur dan 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor: P-08/BC/2009. Proses penyelesaian secara 
elektronik dilakukan sistem aplikasi melalui jaringan komputer. 
3. Dari 2 (dua) program penyelesaian barang impor secara Manual 
dan Pertukaran Data Elektronik (PDE), dapat dijelaskan bahwa 
program baru Bea dan Cukai yakni proses PDE lebih baik. 
Sehingga dalam pemanfaatan, pengurusan dan pemeliharaan 
dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), data pendukung 
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seperti Importir, Kurs, Pemasok, Tarif, Barang dan data standar 
seperti kode negara, kode mata uang, kode lokasi pelabuhan 
dalam negeri, kode pelabuhan luar negeri, kode satuan, kode 
kemasan menjadi lebih mudah dan aman karena data tersimpan 
di dalam komputer. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil saran-
saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bae dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang sebagai 
berikut : 
1. Untuk dapat memperlancar dalam pengambilan barang impor, 
peraturan ketat secara hukum sesuai Undang-undang yang 
berlaku terus ditingkatkan. 
2. Peraturan Proses Penyelesaian Barang Impor dengan Dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Manual tetap harus 
dioptimalkan, meskipun banyaknya importir yang menggunakan 
aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PDE). 
3. Perlu adanya pelatihan khusus dari Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Tipe Madya Semarang bagi importir agar dapat 
menggunakan aplikasi Pertukaran Data Elektronik, sehingga 
mengimpor barang menjadi lebih mudah dan baik. 
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